_. Menimbéng

~ Mengingat

. bahwa pemanfaatan rekayasa teknologi, - 1Irﬁd

“sekitamya; o _ i l1

. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perum

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469), B

- Negara Republik Indonesia Nomor 3831); '_ 5 i r
.~ Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retnbus:

3 i : : !

PEHERINT AH KABUPATEN BOHBA'NA S
e —————

1R o
PERATURAN DAERAH KABUF'ATEN BOMEBFANQI

NOMOR 13, TAHUN 2005 "”, Al

TENTANG BRI

RETRIBUSI 1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN' i
TR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHH E’s"Ai |
| ~ BUPATI. BOMBANA, .. 11l il

4 .
‘l' !'-‘

[pengetahuan dan rekayasa
konstruksi dalam bentuk bangunan atau’ bentuk lalnnya yang memanfaatkan
ruang dan bersifat tetap harus sesuai dengan penata aqya keselamatan bagi
yang menempati bangunan dan keseras:an serta pefe .tanan Imgkungan hidup

B
:.'a!

bahwa dengan dltetapkannnya Peraturan i’emenn epubllk Indonesia

‘Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 'Daerah| rpaka-? daerah diberi
* kewenangan 'melaksanakan pembnnaan dan pembe ian| Iz:n Mendmkan
Bangunan; .- ;v Q

. - bahwa berdasarkan perﬂmbangan sebagalmana daméhsu
- huruf b periu menetapkan Peraturan Daerah tmntang K e
- Bangunan; _ . Co AT ‘, ‘L H.

Idalam huruf a dan
usi Iz:n Meandirikan

LTl
'f.

e vaim U' | » TN,

1
Undang-undang Nomor 8 :Tahun 1681 : tentang; 10 kum ° Acéra Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 1981 Nomor.}?s,-; Tambahan
.Lembaran Negara Republik lndoneSIa Nomor3209) K ; 11

l]a Idan Permuk:man'
om | or 23 Tambahan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 teniang Pené aan iRuang (Lembaran
Negara Republik Indonesia . Tahun 1992 Nomor 5!01 iTambahan Lembaran

a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.1992 N

Daerah sebagaimana telah diubah’ dengan; Undang—undang 34 Tahun 2000

-{Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahunlzoco Nomor 246 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor fmfs) |

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan: +  Kabupaten
Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabup'zten KoisKa! Utara di Pravinsi
Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara RI_ lahun 2003 No 144 Tambahan
l.embaran Negara No.4399); . @ - ¥ il | !

:Undang — Undang Nomor 10 “Tahun 2004 tentang|P|=mbentukan Peraturan

Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik ’Indonesla Tahun 2004

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubhl? lndonese Nomor 4389;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang. Pemenntahan Daerah

" {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 - rsomor|125 Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437) !

!ll .

. 'Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tenwng Pe:ﬁmbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan PemenntahanIDaerah!|(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438). : : '




* Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan _ | Sk

NP

.- 5,:
P i

e e et

] ! F;: *

: A1
9, Undang -undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jnlarf l(Lembaran Negara
* Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tarnbal'ap Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor3186) i 'E {

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang .Jalan (Lémb?ran Negara
- Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37); 1 P

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang;rr aksanaan Hak dan

~ Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran sarta [Masyarakat dalam

- Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubhk Indonesua fo ;-Tahun 1999
Nomor 118) ; _ D Pl |t :

12, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun'’ 2000{;tentang Kewenangan :

Pemerintah Daerah dan Kewenangan Prop|n3| sebagaz Daerah Otonhom;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retnbusa Daerah
- {kembaran Negara Republak Indonesia Tahun 2001 Nomor119)

" Dengan Persetu;uanbersama i |
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUF’ATEN BCIMB;ANA o
dan e

_BUPATI BO_MBANA |  " HHE

MEMUTUSKAN ;o i

§oan i N

Menetapkan : * PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS! IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

[
- .

BAB I il
- KETENTUANUMUM " @
Pasal 1 il (|

i

a. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana R

Kepala Daerah adalah Bupati Bombana; = - SR

® a0 o

Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekeqaan Umum Kabupaten Bomlmnél;l-~ -
. 5Pe;abat adalah Pegawai Negeri yang diber tugas tertentu dubldang Fe busi Daerah sesuai
' dengan Peraturan Perundang-undangan yang beriaku, o T =|i 2o

f. :Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah maupun Swasta dengan

- ‘nama dan atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,’ firma, kongsr koperasi, yayasan

atau organisasi yang sejenis, Iembaga dana pens:un bentuk usaha te1a sarta bentuk badan
usaha lainnya; O EES I : i

g. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang damtan ruang lautan dan rudng udara sebaga: satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lalnnya hidup dan melakukan kegratan serta
memelihara kelangsungan hidupnya ; L ,_ S _
. 1k

h. Tata Ruang adalah wujud stmktural dan pola pemanfaatan ruang ba:k 'diredcanakan maupun
tidak ; AR

i. Penataan Ruang adalah proses pelencanaan tata mang, pemanfaatan mang dan pe_ngenda!ian
‘pemanfaatan ruang ; HE

-‘.‘_- r".'
‘.‘—:'l'

i
H '
-.::’ :
1

'j. Wulayah ‘adalah ruang yang merupakan kesatuan geografs beserta s;egenap unsur terkait

padanya yang batas dan sistemnya dltentukan berdasarkan aspek adm mstraTl dan atau aspek
fungsional ; o _ A IR I

k. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunya: keglatan utama pertaman termasuk
pengelclaan sumber daya alam dengan susunan dan fungsn kawasa |sebagai tempat
permukrman pedesaan pelayanan jasa pemenntah pelayanan sos:al dan keglalan ekonomi ;

E i !
i 3
c i
¥




bbb,
' - dimiliki olzh bangunan

- Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyal kawasan utama.b

. pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;' ARSI

“baja; . 5 ;|

‘sebagian atau seluruhnya dari kayu ; L _ __..,a_ !._ !

-mengganti bagian bangunan tersebut ; -, 5 g: :. |

vl ek
b b s e b,

ka pertaman dengan
usatan dan distribusi -

F

c
:

susunan fungsi kawasan sebagai tempat pennuklman perkotaan pe'.

C—— 4.3'.

fs,[

- Bangunan adalah kegiatan fisik membangun yang memanfaatkan ruahgidan atéu berfungsi
‘sebagai tempat tinggal, tempat bangunan ker]a dan lamnya R % L '

Membangun adalah rekayasa 1eknologt dan iimu pengetahuan serta rekagasa‘hgngt fnaksi yang

- menggunakan ruang‘ dan bersifat tetap, dimiliki badan hukum’ Pemennt:ah maupun Swasta baik
untuk kegiatan individual, keluarga, kelompok maupun fasilitas umum ; E ; _

i‘ i s‘. ]
Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hldup di luar kawasan Ilntlung. baik yang berupa
kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagzi llngkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung penkehtdupan dan ?enghudupan
. Tata Bangunan adalah susunan rekayasa teknik bangunan yang me'manfaatkan ruang dan

dalam bangunan secara rinci di dalam suatu blok kawasan sesual dengan lata mang ;

Bangunan F'ennanen adalah bangunan dengan konstmksr utamanya tenirn dan batu beton, dan

Bangunzn Seml Permanen adaiah bangunan yang konstruk31 utamunya ad_alal'} kayu baik

i

{

':-Merubah Bangunan adalah suatu keglatan f:snk yang menggantl atau merubar; konstruksi
-bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang bemubungan de_ngan pekerjaan

1

Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang d;benkan Pemenntah Daer'lhlkepada orang pribadi-

~atau badan hukum swasta maupun pemerintah untuk memanfzatkan Rnkayasa Teknologi, Ilmu

Pengetahuan dan Rekayasa Konstruksi dalam bentuk bangunan atau apaptin bantuknva yang'

-memanfaatkap ruang dan bersifat tetap dan untuk menguba angunannya maupun dan untu

- kegiatan membangun atau mengubahny mengubahnya disesuai dengan Koefisien. Elasar Bangunan (KDB),

‘Ratribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi; ¢!::- i f !

‘bangunan dengan luas kaplmgfpekarangan f~ . : I i 1
Koefisien Lantai Bangunan adalah bllangan pckok atas perbandlngan awtara jumlah luas [antai

Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Tinggi Bangunan (KTB} Koefisien Fasilitas

:Bangunan (KFB) serta Koefisien Konstruksi Bangunan (KKB); yangldttetapkan dan sesuai
© :dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan terwbut

;!l;=

'Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut’ Retnbusl adala 1pembayaran atas
‘pemberian Izin Mendirkan Bangunan atau mengubah Bangugan oh=-h Pemerintah Daerah

kepada orang pribadi atau badan; \ ;

 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturaﬁ péruridané—undangan

s _w‘aktu' bagi waijib

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang mempakan vat
retribusi untuk memantfaatkan lzin Mendirikan Bangunan ; » Ei, :- 5

Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejaa]ar dengan as jalan as
sungai, garis pantai atau as pagar yang merupakan batas! antam baguan kavlung atau

PR ) [

_pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan ;‘._; | .

i

Koefisien Dasar Bangunan adalah bllangan pokok atas perbandr_ngan an tara ldas Iantal dasar

~ bangunan dengan [uas kapling/pekarangan ; . . :-5:;;: =~_-" W

“aa.

dd.

ea,

Koefisien Tinggi Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandtngan nngg

diriliki bangunan ;

—

bang(man diukur
dari permukaan tanah sampai dengan litik teratas dari bangunan tefsebul a0 '

1
-k .

Koefisien Fasilitas Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandmgan'fas@i"és banQunan yang

Koefisien Konstruksi Bangunan adalah b:langan pokok atas perbandmg< m-jénis '__kons;truksi yang
SR} 1 I

; i : !
Pemeriksaan adalah serangkalan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan. dan mengolah data
dan ‘atau keterangan lainnya dalam rangka:pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berraku é

Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkalan tlndakan yang dllakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut penyLde untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukli itu membuat; terang. lmda |p|dana dibidang

IRetnbus: atau pelanggaran tata bangunan yang ter]adl serta menemukan tersangkanya

.!

3




. al Sl
R i H
: ) IEERENIE
Sobaa
BAB N ;
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
‘f

Pasalz R i.j

|
s ek Ll e B b+ e

|
i

Dengan nama Retnbusi 1zin Mendmkan Bangunan yang dtsmgkat IMB d|pung;ut Retﬁbusi: .

: '.f_wlz
Gt

'I.l

Pasal 3 ‘. '

1B

(1) Obyek Retnbusu adalah pemberian lzin Mendmkan Bangunan (IMB) atas kegiatan yang
menggunakan rekayasa teknologi, ilmu pengetahuan dan rekayasa konstmks: dalam bentuk
bangunan dan atau dalam bentuk apapun yang menggunakan ruang ya |g bermfat tatap ataupun

- yang mengubahnya.
(2). Tidak - termasuk Obyek Retribust adalah pemberlan Izln Mendmkaq

‘Bangunan (IMB) atay

- mengubah bentuk bangunan untuk tempat ibadah, janngan berupa 5t1ang ‘dan galian listrik,
telepon, Bandara Nasional dan Intemasional yang dikelola Pemenntah .erla pemehharaan jalan

ruﬂndanpenodlk. I : o C g L
. ‘@%iii‘- T
Pasal4 .’;5 SR

BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

]
. . . | : +
Retrubum 12in Mendmkan Bangunan (1MB) dlgolongkan sebagal Retnbtfm Pe"lzmarii Tertentu,
. . Sl g
{
|

BAB W L
TATABANGUNAN i -l
Bag:anpertama ‘; i

- PersyaratanTeknis ST g
SR

vioe 4a

Pasal 6 — N

Tiap orang pribadi, badan hukum swasta atau Pemerintah yang akan mend nkan atau mengubah

bangunan wajib memenuhi persyaratan teknis, ekologis, dan. admtmstra=.|
peruntukan Iahan sebaga:mana yang dlatur dalam Rencana Tata Ruang dar]

: & +
-‘._:‘, [N

ot P ]

T |

\ Pasal 7

|seria’ sesuai dengan
tau aturan !amnya

,'l
i
i

Persyaratan teknis - bangunan sebagalmana dimaksud pada pasal[ﬁ m°llputl ketentuan Gans__
Sempadan Bangunan (GSB), kepadatan bangunan, jarak bebas amtar| bangunan dan Koefisien
Tinggi Bangunan (KTB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan lam-!am yang dltetapkan dan sesuai
dengan syarat — syarat keselamatan bagi yang menempatt bangunan tersvbut sebaganmana yang -

ditentukan dalam Peraturan Daerah ini. S LR

|- .i

Pasal 8

H

[ S S S PRV M

Bangunan yang didirkan pada Iokasi sepanjang ]alur jalan harusimeme!r:luhi syarat-syarat dan

il

ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang meliputi jalan arlen 1a1an '_ kolektor jalan lokal,

|-
i
5 LI

' akan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peruntukannya. - g

T

. . . ) i
: : o _ o ;! b i
T T e

}




.

. H !
PasalB . i :.

Ketentuan Koefisien antar bangunan ditentukan berdasarkan tlngkat kep!:data

. satu satuan kawasan disyaratkan dalam jumlah bangunan melnpuh S :

a.
- 115
fasilitas pendukung ; -

.\l!{'_.'. I

Hik
|
i
;

i

n. bangunan dalam

Di daerah kemudahan Tingkat | kepadatan bangunan perhektar yang dllj nkan adalah maksimum
“rumah / Ha dan mtmmum 72 rumah f Ha dlsampmg bangunaq dan

Di daerah kemudahan Tingkat Il kepadatan bangunan pemektariyang dujmkan maksmmum 72

pers:l Iahan untuk

rumah / Ha dan minimum 50 rumah / Ha dzsamplng bangunan dan persll Iahan untuk fasilitas

~pendukung ; S

. Di daerah kemudahan ngkat ]} kepadatan bangunan perhektar yang

-:Z ‘f;[

pendukung

»!e-{

Pasal 10 R

S IN
ljin}can maksimum 50
il lahan untuk fasilitas

glai
rumah / Ha dan minimum 27 rumah / Ha dlsampmg bangunan dan per$

i

_' (1) Bangunan lahan yang mehput: luas bangunan tertutup yang d:perké]narii(an ':_dapjat dibahgun

adalah 80 % dari seluruh Iuas persd lahan yang dimiliki. ‘! |; 3 !
(2) Bangunan yang telah melebihi persyaratan sebagaimana d:maksud ayat

1)
pada Wilayah Ibukota Kabupaten akan dlkenakan sanksi yang dutetapl&an'

diatas dikhususkan
dengan Peraturan

- Bupati. SR H
- ’ .i'-;
Bagfan'Ketfga ; ,;
- Tinggl Bangunan ; Hi
| Pasal 11 - EHE
Pengaturan Txngg: Bangunan adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan d.hltuné mulaz dari lantai
dasar sampai lantai tert[nggl dengan ketentuan sebagal berikut : ; ii d
a. Tn991 puncak atap bangunan tidak bertmgkat maksmumBSD n‘leter dim lantal dasar
b.  Tinggipuncak atap bangunan dua lantai maksimum 9meter dari Iantall'dl.lal ‘atau : 16 meter
~ dari lantaidasar; - 1E1 I :
c.  Tinggi puncak atap bangunan bertmgkat Iamnya maksmum 7 50 meter éj:aﬁ ?n}ai tejrtinggi.
Baglan Keempat REERAEE i i
Jarak Bebas Antar Bangunan ! ) ‘
Pasal 12 1i; : o
Pengaturan jarak antar bangunan dimaksudkan untuk menjaga tertlb bangunén-dan . kemanan

lingkungan dari kebisingan, bahaya kebakaran serta menjaga keserasian llngkun
antar bangunan yang dlperkenankan adalah mlmmum 2,50 meter dan rnaksu'num

Baglan Kelima -

_ _PersyaratanEkb!pgfs_:;‘E;.%;‘Z? ;

Pasal 13 ;

Mendlnkan bangunan atau permuklman tidak dlperkenankan pada kawasan 1'%:
-fungsi lindung atau kawasan penyangga. RESEEEE RN S
' Bagfan Keenam ' : ;

Persyaratan Administras! - e | :

Pasal 14 '=.‘3ﬁ:'5t|§

Persyaratan untuk mendapatkan IMB atau mengubah bangunan d:tetapkan st '
(1) .1zin Mendirikan Bangunan (IMB) : R '; i
2. Mengisi Formulir Permohonan ; R L 1 L B

b. Foto copy KTP atau bukti dir dar pemohon B i ! : __

5 | |

“'S?’

AN At b e i e Sl L b i Y ~- -

dan sehingga jarak

10 meter

i

i < 1

di:tetapkan sebaga:
| :

ali‘ _berikut :




@

&)
@

izin Mengubah / Menambah Bangunan (Perubahan {zin Mendmkan Bang unan

5N BN

I
-4
q
]
i

. B SHE
-¢. Gambar Konstruksi dan Situasi Bangunan beserta RAB bagl Badan Us;ah'_a
bangunan umum Pemerintah; . 5 18
d. Gambar Konstruksi dan Situasi Bangunan bagl bangunan pnbad: : r
.e. Foto copy bukti pemilikan tanah dan atau yang sejenisnya ; -, , r

. Foto copy Surat Izin Peruntukan Tanah bagi Penanam N'odal f Ilvestor 'Zatal_j Bangunan

Industri dengan luas tanah diatas 2.500 M2, _ : o

a. Mengisi Formulir Permchonan; SR -,=-

ys{ng rhengerjakan

I".:
l)i
e

b. Folo ccpy IMB Bangunan yang akan dlmbah beserta RAB bagl Bgdan Usaha yang
i

mengzrjakan bangunan umum Pemerintah ; U TN
c. Gambar Konstruksi dan Gambar Situasi Bangunan AT

Umun,

Apabila Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ‘atau mengubah bangunan-fbuk
pemohon sendiri atau secara kolektif harus dibuat surat kuasa M

Bagfan}(étujuh. ; REE
 Pemberianlzin ii, i

Pasaf 15 IR SR

, Do : ] : 1
Bentuk formulir permohonan dlmaksud pada ayat (1) dan (2) dlterbltkan oleh Dinas Pekerjaan

]
M

;

Tiap orang pnbadl. badan hukum atau Pemenntah yang akan, merdiriliap bar:igunan atau
. - . i bl
!

mengubah bangunan wa;lb teﬂeblh dahulu memperoleh izin, . il

Izin sebagaimana d:maksud pada Pasal 15 dnterbltkan oleh Dlnas iPekerlaan
Kepala Daerah. : :

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penellttan kelengkapan pairsjaratan' permohonan

3)

),
' -pada ayat (3), ditetapkan besamya retribusi yang wajlb dlbayaman' ¢

(1)

‘1zin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemohon o . ,5. N

(2):

IJ '
I L '
N

Pasal 16 il

l o

i; i
t
H

S s e

Py
};
100

HEEINE

Pasal 17 ' EREE R

Jika seluruh persyaratan pemohon telzh dtpenuhl maka dlbenkan buktl i

Setelah persyaratan pemohon dnenma maka dladakan survey Iapangarl olehf

Umum. : Sty
[.I

Dalam jangka waktu 2 (dua) han setelah d:lakukan survey Iap'mgan

:
i
I

. BAB V. 5'5?5‘:-:

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASJ\
g E : E

o L ': ’! 3 ' :. i

Pasal 18 ? | i [

Tingkat penggunaan Jasa IMB diukur dengan rumus yang dldasarkan pcnda je

S R

oo
penefimaan.

Dinas Pekerjaan

sebagaimaﬁ_a dimaksud

nls bangunan atas

- - faktor luas bangunan, tingkat bangunan guna bangunan fasnlltas bengurllan dan konstruksi

- bangunan. ' i :' i

(2)
"Tingkat penggunaan jasa lzin Mendirikan Bangunan (IMB)tuntuk' tlangunlan yang dibiayai
Pemerintah dan Ialnnya yang tidak diukur, dengan|mmus sebagaimana
-dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mas:ng masmg 2% dan Rencana Anggaran B:aya (RAB)
:bangunantersebut : gg- -: iy

3

(1)

langsung oleh

Faktor-fektor Sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dibenkan bobot dalam beI

Pasal 19 IO

i
. !
. Besamya Koefisien Bangunan sebaga:mana dlmaksud pada Pasal iB‘!ditatapl{an sebagai
-berikut : ' : 3‘ il
. _ - : 1

.. H
. PR
: i

1
1
!
]

tuk nnlai koefisien.

an diakukan oleh

Umum atas nama



IR SELERRINIE 1 D R
R BN
a. Koefisien Luas Bangunan : “i ¥ E _ =
| | : S HEERHE IR
| No Luas Bangunan a ; g L iKoeﬁ_sien
1 | Bangunan dengan luas s/d 65 M? (tidak 1ermasuk Toko!Ruko) : 0,50
2 | Bangunan dengan luas diatas 65 M s/d 100 Mz N 1,00
3 | Bangunan dengan luas diatas 100 M? s/d 200 M SOl 2,00
4 | Bangunan dengan luas diatas 200 M* s/d 300 M? AP :lil s 350
5 | Bangunan dengan luas diatas 300 M? s/d 500 M? e . 5,00
6 | Bangunan dengan luas diatas 500 Mz s!d 4,000 M2 REEERREE 6,50
7 | Bangunan dengan luas diatas 1.000 M? s/d 1.200 M2 e - 8,00
8 | Bangunan dengan luas diatas 1.200 M2 s/d 1.500 M? - SN - 8,50
9 | Bangunan dengan luas diatas 1.500 M?s/d2.000M2 ~ .0 il | 10 oo
b Koefisien Tingkat Bangunan CL g
: L S
No Tingkat Bangunan . - Lo Koefisien
1 | Bangunan 1 lantai IR - 1,00
2 | Bangunan 2 lantai SRR - 1,50
3 | Bangunan 3 lantai . 3,00
4 |Bangunan4lanta| S - 5,00
5 ___: Bangunan 5 lantai keatas Ll - 8,00
T o L I .
c. Koefis:’en Guna Bangunan SRR :
_ ' N ik :
No | o . Guna Bangunan o] [ Koefisten
i' ' : L IR
1 | Bangunan Sosial i 1,00
2 | Bangunan Perumahan - S 100
3 | Bangunan Fasilitas Umum ; S 1,00
4 ! Bangunan Pendidikan ' 1,00
5 Bangunan Kelembagaan/Kantor | SESSER R - 2,00
6 | Bangunan Perdagangan dan Jasa (roko Kios, Warlel Bengk:el,! . 2,00
" | Rumah Makan) SEREREINN R I I B
7 | Bangunan Industri o kT 280
8 Bangunan Khusus (Hotel Villa, Cottage Pompa Bens.ln Gudang, 2.50“
dsb) - s e 300
8 | Bangunan Campuran (Ruke, Cold Stomge Show Room) 1l 380
10| Ba_gunan [ain-lain L L S
d. Koefisien Fasilitas Bangunan ST 1S
No ; T Fasilitas Bangunan Hbe i ) | Koefisien
: ' o IR NI
1 | Lantai Semen Biasa vyl 1,00
2 ] Lantai Keramik/dinding keramik atau se;en:snya G- 180
3 | Memiliki jalan untuk kegiatan bongkar muat i s 2,00
‘e Koeﬂs:en Konstruksi Bangunan o LRI HEHIE
| No | Konstruksi Bangunan o] ] Koefisien
7. S I
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1 Konstmksn kayu (Rumah panggung, _dlndlng papan ‘dan- alah o
- | sejenisnya. . :‘-i. e - 1,00
2 - | Konstruksi Beton Biasa (T:dakBertulang) 14 150
5 | Konstruksi Beton Bertulang. L i e 17
Konstruksi Rangka Baja : S LR ; oo
a. Bangunan Campuran (Ruko, Show roorn Cold Storage) Tl Y 2,00
b. Bangunan Lain . _.;:.éf:f- ; {1 300

2) Tlngkat penggunaan jasa dihitung sebaga: perkahan mlal koeﬁsmenlkoeﬂsuen sgabagairvnana

. dimaksud pada ayat (1) huruf (a) sampal dengan huruf {e). : 5 n

|

(3). Obyek bangunan lainnya yang tldak dlatur berdasarkan koef 5|en dlkenak;'an retribﬁsi 2% dan

- anggaran. : : U R T

! !
O Pnns:p dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tanf remusu dldasarkan pada -

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN sTRUK'illIJh
1

DAN{
BESARNYA TARIF :

Pasal 20 = i,

tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan blaya penyelenggaraian pembenan izin.
-{2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)’ mehpu’u survey Iapangan can blaya transportasi

dalam rangka pengawasan dan pengendalian. : RN BN

|1

:
(1) Untuk memperoleh Izin Mendlnkan Bangunan (lMB) dlkenakan Tanf Ret;'sbﬁs,': \
(2) Besamya tarif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dttetapkan 'masmg masmg sebagal

]
-f:*i ol

LI SO B
"'-‘s"ﬁ

e Lt ek e e

BAB it - |
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

g
!
i
;
:'I| )
": i

Pasal 21

SHRLE

- berikut . i |

a.

d.

~ (3) Tarif bangunan lain yang tidak diukur sebagalmana dlmaksud pada ayat (2). dlkenakan retribusi -
2% dari total anggaran. ‘ RN 57. : il

&‘_‘

Membangun bangunan permanen dltetapkan sebesar Rp ;400 000 Per |zm X Koefisien
(Luas Bangunan X Tingkat Bangunan X Guna Bangunan X Fas:htas Bangunan X Konstruksi

i

- Bangunan). ;.°=§' o ..".

R RN :
Membangun Bangunan Semi Perrnanen Umum dltetapkan sebesar Rp., 200 000,- Per izin X
Koefisien {Luas Bangunan X Tingkat Bangunan X Guna Bangunan XI Fasilitas Bangunan X

. Konstruksi Bangunan). SLUEY | _
Membangun Bangunan Semi Permanen berbentuk Rumah Adat (Mc ronene / BUng dan lain-

lain) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- Per izin X Koefisien (Lu=s|Bangunan X Tingkat
‘Bangunan X Guna Bangunan X Fasulltas Bangunan X Konstmks: Bangunan) "

an _
Membangun Bangunan Pemerintah, Swasta, Perumahan Badan U*aha Ichtet:-apkan 2 % dari
jumlah anggaran atau berdasarkan Rencana Anggaran B:aya (RAB) p\'oyek ditetapkan.

- (4) - Jenis bangunan sebagaimana dlmaksudkan pada ayat (3) adalah sebagal ! enkut

a.
b,

.

Tarif izin membangun untuk mengubah konstruksi bangunan d:‘.esualkan dengan arah
pearubzhan bentuk bangunan; . . i;- I || :

Pembangunan Pelabuhan Khusus Lokal Dermaga dengan konsthSI meunan pancang

dan sejenisnya; : AL g |
Pembangunan/rehabilitasi jembatan, dueker dengan konstruksa beto'l danlsejenlsnya
Membangun Jalan Arteri, Kolektor, Lokal Jalan Usaha Tam claplsejemsnya dengan

- konstruksi pembuatan badan 1alan pengerasan pengaspalan pe!=-baran dan segala

fasilitasnya;’ B o S I I

} Ff [
RN

1
H
i
i
H
I R IR I i
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‘e.  Membangun Lapangan Udara yang dlkelola oleh Swasta dengari konstruks: beton dan

sejenisnya; o . :;_-s, ;

'f. Pembangunan tanggul pengaman balk sungai danau Iaut dan sejenu

beseran dan fasilitasnya; - - ,_ :

'g. Pembangunan bendungan, waduk, saluran pnmer sekunder danI ters
.: ] i :

= se;emsnya

. untuk semua besarandanfasmtasnya - b !

‘h.: Pembangunan fasilitas oleh raga yang berupa Iapangan bola golf da

N 13

snya untuk semua

dan sejenlsnya

i. ~ Reklamasi pantai, sungai, rawa, danau dan sejenlsnya untukisemua besaran dan

~ fasilitasnya ;

:j. Pembangunan normalisasi sungal dam pembuatan kanali
"~ besaran dan fasilitasnya ; rta ..-

l!!

'! I

dan sejenlsnya untuk semua

Ve
'k, Pembangunan pengaman pantai dan perbalkan muara SUI’IQ?I dan '.sejen:snya_dan semua

fasilitas pendukung lainnya ;. RSN

| I.  Pembangunan tempat pembuangan akhlr sampah dan se;en:spyé ' :

m. Pembangunan fasilitas pengolah Iumbah domeshk padat calr dan
' besaran; '

o n. _ Pembangunan pembangkit listrik tenaga dlesel air, uap, panas burm
pembangunan janngan d:stnbusn dan transmusn llstnk dan telepo 1

. semua besaran.

L O, Membangun Pembangunan mstalasn pertambangan dalam’behtu]( ar

- besaran : e;-.;— 5
p. _Pembangunan k:lang minyak, UPG, LOG Solar, aftur, pelumas de
-‘ dan sejenisnya serta fasilitas lainnya;

..... I

q. Pembangunan taman rekreasi dan kawasan panmsata dan seuen

besaran;
Pembangunan instalasi induk mdustn apapun dan semua besaran

c oo oo

semua besaran . : R i

BAB Vil Bt
WILAYAH PEMUNGUTAN I

Pasal 22 '

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat IMB atau menguhah3

dlbenkan _ ; ;if-ii'
' BAB lx FEEEE

- MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

’.-..
P

Pasal 23 ERSHNE
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Pembangunan rambu-rambu pelayanan dan se]enlsnya untuk semu.a ukuran;

i
[}

i

isniga untuk semua

mbang Iaut. arus,
sejenlsnya untuk

pun untuk semua

ot, S PBU SPBB di laut

ya untuk semua

Pembangunan sentral radio, televisi dan sejemsnya untuk semua besaran
_ Pembangunan sentral telepon otomavtower, seluler beserta selurur

1
j
!
|
L
:

_fas:htas mduknya untuk

'kon?ruksji bangunan

',Masa Retribusi adalah jangka waktu penyelesa:an retnbusn yangilamanya 6 {éﬁ:am)— bulan atau

ditetapkan lain oleh Bupatl £
' Pasal 24 ' ' ?Q

.1" 'L

| iR 1k
Sazt terutangnya Retribusi adalah pada saat dlmulamya kegIatan menu:ﬁril_(!an
i

- bangunan, . .:-i?‘.?j::
' BAB X SRRS S EEN

e ;
i..-'

. |l
: L

_ Pasal 25 :
(1) Pemungutan Retribusi IMBtldak dapatd:borongkan

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETF
: !

| (2) Retnbusq dlpungut dengan menggunakan Surat Ketetapan, Retnbuei{

* dokumen lain yang deersamakan dan Surat Ketetapan Retnbus:
- Tambahan (SKRDKBT). .. St

«Pasai_ll._za A A H

S IR
9 . . '-"':-.;55::-

_étatj mengubah

il
Daerah (SKRD) atau
Daerah Kurang Bayar

i
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(1

- pelaksanaan penagihan retribusi dlkeluarkan 7.(tujuh) hari sejak dlmulall?ya
| ¢

@

" sejenis wajib retribusi harus melunasi retnbusl yang terutang : . f I N

(3

()

@

| _(3)_

U}

@

. pembongkaran bangunan atas izin pengadilan _ S E

“

T TR
1‘!!' !: '

. Aull
L ke
- et e

.-2_:

Pembayaran Retribusi IMB dllakukan secara penuh (Iunas) FE

......

Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retnbusu dlab.u_;b eh

BAB x] i
TATACARAPENAGIHAN } nt

[,

Pasal 27 | G

Pengeluaran surat teguran / peringatan /- surat lain yang; sejan:s

A

PSR g Ju—

L U VP MY

sebaga: awal tindakan

kegzalan

4 I

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran 1 penngatan ! surat lain yang

.....

lainnya berupa penghentian sementara keglatan dan / atau penyegehm‘ bangunan dan / atau

i I
il
l

Surat tequran / peringatan / surat lain yang sejenls sebagaiﬁiéna yaﬁg dlrnaksud pada ayat (1)

dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, RN |
E ! : : L E i

| BAB.XII |
SANKSI ADMINISTRASI , & *¢ ]
| Pasal 28 Dol

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagalrr
20, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua p4 ;rsen)'

jumiah rembusiyang terutang. . . ,, il

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sete!ah dlterb:tkannya IMB tanpzl{ d:m
: atau bagi IMB yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan lokasi yang clnmohon dan / atau tidak
* gesuai dengan data fisik bangunan / lapangan, maka IMB pemohon /

dinyatakan batal dengan sendirinya dan / atau dicabut. EENEEEE

f

Dalarm hal wajtb retribusi tidak menglndahkan Peraturan Daerah jn
maka dapat'

peringatan/teguran oleh Dinas Pekerjaan. Umum
sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3).

BAB Xm o
PENYIDIKAN SREIEN
Pasal 29 = . . il

.

! M :
H N %
i t

1ana diatu:; pada pasal
s'eﬁap bulan dari

_!
1

Ial keglatan dan/

ng telah diterbitkan
il |

:s.etelah 1 diberikan

.dllakukan tindakan

i f

Pejabat Pegawai Negeri S:pal tertentu dilingkungan Pemeﬂntah Dauar:aihi dlben wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan: tlndak pldana d;budang retnbu5| daerah.

,,,,,

‘Wewenang penyldlk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

! i
-4 3

a. Menerima, mencari, mengumputkan- dan meneliti ketelangaﬁ atau Iaporan berkenaan

dengan tindak pidana dibidang retnbu5| daerah agar keterangan
menjadi lebih lengkap dan jelas. ~ i S |

b. Meneliti, mencari dan mengumpuikan keterangan mengenau.orang
- tentang kebenaran perbuatan yang dllakukan sehubungan denggm

daerah. . 5:, -

c. Meminta keterangan atau bahan bukti dan orang pnbadl atau bada

tindak pidana dibidang retribusi daerah. - I

atTlil laporan tersebut
; ! 4 A
pnbadn:atau badan

'tindialg pidana retribusi

P -,
L séhubungan dengan

l

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen Iamnya yang berkenaan

dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. RRERES H

i
l

e, Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktl r.ernbukuan penwtatan
dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyltaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Neminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pe

dubldang Retribusi Daerah. - o 5;:3_ !. ;
- SR

o o

nyldlkan tlndak pidana




H

e IR

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memenksa iflidentlias orang dan atau
“dokumen yang dlbawa sebagaimana dumaksud pada huruf e. . -

§
. BN
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak p:dana Retnbiii's Da aerah ;
i 'Memanggﬂ orang untuk d]dengar keterangannya dan d penksa ;ebagan tersangka atau
saksi;’ - _ - SR __ { LR

j- Menghentikan penyldlkan - NI 4K :
k. Melakukan tindakan lain yang periu untuk ke!ancaran pt.nyldnkan tlndak pidana dibidang
- Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dlpertanggung 1awaan

{3)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) membentahukan dlmu{alnya penyldlkan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut - umum me:la!wl ‘penyidik -Pejabat
Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketenluan yang :uatur dalam Undang-
undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana SSEIE I '

_I.'
pit

I
_ ) ' P i
g. Menyuruh berhent: dan atau rnelarang seseorang rnenmggalkan ruangan atau tempat

BAB XV ';f%é?,.
KETENTUANPIDANA 10 |
Pasal 30 : :
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagalmana dlmaxsud dalam Pasal 21
_ - dan Pasal 28, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pldana kurungan paling lama 6
. (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumiah retnbus: terutang :

. (2) Pemungut Retribusi yang menyalahgunakan wewenangnya ‘atau |manipulasi data
tagihan serta menggelapkan dana hasil pungutan. sehmgga |rr]erug1kan keuangan

daerah akan dikenakan sanksi ptdana sesuai dengan undang undang yang berlaku

' {3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggar‘ln !

N

’ +

‘il

]
.'"'-l-_ 1
R i
l
I
l
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BAB XV PR
' KETENTUAN PENUTUP B

":'_. ;

Pasal 31 o

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang. mengen.n pé akéanéanny’a akan
diatur dan ditetapkan lebih lanjut melatui Peraturan Bupat. , f | IR
. { R N
i

Pas"a‘l ' 32

+

-~ . ' i R PO N
. . Pada saat Peraturan Daerah ini mulai bedaku maka Keputusan Penjabat Bu aati Bombana Nomar 62
% - Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Daerah. Ka'aupatan Buton khusus

. mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buton. Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retnsbusu Izin

[

Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak beraky. i } |-

. _ Pasa133 i I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dtundangkan r i

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanga \ F’érati;rant Daerah im"
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana ;';; HITE :

Dltetapkan dl Ru mtrla' 5
- - pada tanggal 15 Agustus' 2005
: ; oL

i BUP&T@ BQME!_A’NA
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